BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1  Deskripsi Kabupaten Ngada

Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Nusa
Tenggara Timur terletak pada koordinat § 20°24.28”LS - § 57°28.39”LS dan 120°
48°29.26”BT - 121° 11°8.57”BT. Bagian utara berbatasan dengan Laut Flores,
bagian selatan berbatasan dengan Laut Sawu, bagian timur berbatasan dengan

Kabupaten Nagekeo dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai
Timur.
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Kabupaten Ngada terdiri dari 12 Kecamatan, 135 Desa dan 16 Kelurahan.
Kondisi wilayah Kabupaten Ngada pada umumnya berbukit di wilayah selatan
dan agak landai di wilayah tengah dan utara. Kondisi ini sangat berpengaruh
terhadap intensistas pelayan publik kepada masyarakat serta mobilitas barang dan

jasa antar daerah.

Kabupaten Ngada memiliki luas daratan 1.620,92 Kmz2, luas perairan
708,64 Km2 dan panjang pantai 102,318 Km2 dengan rincian sebagai berikut :
luas perairan pantai utara 381,58 Km2 dengan panjang pantai 58,168 Km, luas
perairan pantai selatan 327,06 Km2 dengan panjang pantai 44,15 Km. Kecamatan
yang paling luas adalah Kecamatan Riung mencapai 327,94 Km2 atau 20,23%
dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Ngada dan luas wilayah kecamatan yang
paling kecil adalah Kecamatan Golewa Barat dengan luas 74,56 Km2 atau 4,6%.

Kabupaten Ngada tergolong daerah beriklim tropis dengan curah hujan
rata - rata tahun 2017 tercatat 1.326 mm/thn. Sedangkan jumlah rata — rata hujan
sebanyak 129 hari/tahun.

4.2  Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Ngada berdasarakan data Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil keadaan Desember 2018 berjumlah 161.196 jiwa
dengan kepadatan penduduk sebesar 102 jiwa/km. Jumlah penduduk terbanyak
berada di Kecamatan Bajawa dengan jumlah penduduk sebanyak 40.806 jiwa
menyusul Kecamatan Golewa sebanyak 20.672 jiwa. Sedangkan Kecamatan
dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Wolomeze dengan jumlah
penduduk sebesar 6.516 jiwa. Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih
banyak dibandingkan dengan laki — laki; dengan prosentase 51% perempuan dan
49% laki — laki.
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Jumlah penduduk Kabupaten Ngada berdasarkan Sistim Informasi
Administrasi Kependudukan ( SIAK ) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Ngada

Tahun Laki - laki Perempuan Jumlah
2017 77.701 81.380 159.081
2018 78.685 82.511 161.196

Sumber : Dinas DUKCAPIL Kab. Ngada

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Ngada
mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 2.115 jiwa.

4.3  Gambaran Umum DPRD Kabupaten Ngada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah Lembaga
Perwakilan Rakyat di Daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta
pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.
Sekretariat DPRD Kabupaten Ngada merupakan alat penunjang DPRD Kabupaten
Ngada. Untuk mendukung kelancaran tugas DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD
yang personilnya terdiri atas Aparatur Sipil Negara. Sekretariat DPRD dipimpin
seorang Sekretraris DPRD yang diangkat oleh Bupati/Walikota.

DPRD juga berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah yang
memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Masa jabatan anggota DPRD
adalah lima tahun dan berakir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru
mengucapakan sumpah/janji. DPRD merupakan mitra kerja Bupati/Walikota
(eksekutif).
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Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan adminsitrasi

kesekertariatan, adminstrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan

olen DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ngada berlokasi di Jalan

Soekarno Hatta No. 1 Bajawa.

4.4 Uraian Tugas

Agar tujuan organisasi tercapai maka dilakukan pembagaian tugas sesuai

dengan tanggung jawab dan wewenang, adapun uraian tugas tersebut secara

singkat adalah sebagai berikut :

A.

Komisi DPRD Kabupaten Ngada

Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan

perundang — undangan.

Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan
rancangan keputusan DPRD.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD

sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.

Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian maslah

yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD.

Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi

masyarakat.
Memperhatikan upaya peningkatan kesejateraan rakyat di daerah.

Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan

pimpinan DPRD.

Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
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- Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang
lingkup bidang tugas masing — masing komisi.

- Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil
pelaksanaan tugas komisi.

B. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada

- Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan
dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap

tahun anggaran.

- Menyiapakan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan

program prioritas yang telah ditetapkan.

- Melakukan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang
diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas

rancangan peraturan daerah.

- Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan
materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan

komisi dan/atau panitia khusus.

- Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan

daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.

- Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang
sudah maupun yang belum terealisasikan untuk dapat digunakan sebagai
bahan olen Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pada

masa keanggotaan berikutnya.

Berikut komposisi pimpinan dan keanggotaan Badan Pembentukan

Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ngada :
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Tabel 4.2

Komposisi Pimpinan dan Keanggotaan

Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No Nama Partai Jabatan
1 | Marselinus Nau, SE HANURA Ketua
2 | Petrus Ngabi PAN Wakil
3 | Dra. Veronika Ule, M.Si PAN Sekretaris
4 | Kristoforus Sape HANURA Anggota
5 | Karolus B. Maku, SH GERINDRA Anggota
6 | Blandina Mamo, SE PKB Anggota
7 | Hermengildus Fua, SE GOLKAR Anggota
8 | Yasinta F. Zia NASDEM Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Ngada

. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ngada

Memberikan saran dan pendapat berupa pokok — pokok pikiran DPRD

kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat lima

bulan sebelum penetapan.

Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi

terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan

KUA — PPAS.
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Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan
rancangan peraturan daerah perubahan APBD dan rancangan peraturan
daerah tentang LKPJ APBD.

Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD
dan rancangan peraturan daerah tentang LKPJ APBD berdasarkan hasil

evaluasi Gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah.

Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah
terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan PPAS yang

disampaikan oleh Bupati.

Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran
belanja DPRD.

Berikut komposisi pimpinan dan keanggotaan Badan Anggaran DPRD

Kabupaten Ngada :

Tabel 4.3

Komposisi Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran

No Nama Partai Jabatan
1 | Helmut Waso PAN Ketua
2 | Dorothea Dhone, S.Sos NASDEM Wakil
3 | Selly R. Tua, S.Pd M.Sc PDIP Wakil
4 | Kristoforus Loko, S.Fil PAN Anggota
5 | Karolus B. Maku, SH GERINDRA Anggota
6 | Yulius H.K Moi, S.Sos PAN Anggota
7 | Petrus Ngabi PAN Anggota

65



8 | Maria Lali PDIP Anggota
9 | Raymundus Bena,SH. PKB Anggota
M.Hum
10 | Marselinus Nau, SE HANURA Anggota
11 | Mari Yohanes, S.Sos NASDEM Anggota
12 | Drs. Laurensius Pea GOLKAR Anggota
13 | Soa Aloysius PDIP Anggota
14 | Sekretaris DPRD - Sekretaris
Bukan
Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Ngada

. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ngada

Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral,
kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga

martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap
peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD.

Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan
pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat.

Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan,
verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud diatas kepada rapat
paripurna DPRD. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan
klarifikasi, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli

independen.
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Tabel 4.4

Komposisi Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan

No Nama Partai Jabatan
1 | Mari Yohanes, S. Sos NASDEM Ketua
2 | Hermengildus Fua, SE GOLKAR Wakil
3 | Dra. Veronika Ule, M.Si PAN Anggota
4 | Sekretaris DPRD - Sekretaris

Bukan
Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Ngada

. Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ngada

Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa
persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu
penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan
peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna

untuk mengubahnya.

Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis
kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan
DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai

pelaksanaan tugas masing — masing.
Menetapkan jadwal acara rapat DPRD.

Memberikan saran/atau pendapat untuk memperlancar kegiatan.
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Merekomendasikan pembentukan panitia khusus.

Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada

Badan Musyawarah.

Tabel 4.5

Komposisi Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah

No Nama Partai Jabatan
1 | Helmut Waso PAN Ketua
2 | Dorothea Dhone, S.Sos NASDEM Wakil
3 | SellyR. Tua, S.Pd M.Sc PDIP Wakil
4 | Drs. Philipus Nono GERINDRA Anggota
5 | Drs. Aloysius Siba PAN Anggota
6 | Dra. Veronika Ule, M.Si PAN Anggota
7 | Lambo Yosef PAN Anggota
8 | Drs. Kristoforus Sape HANURA Anggota
9 | Soa Aloysius PDIP Anggota
10 | Yoseph Dhosa HANURA Anggota
11 | Yohanes Munde, SM NASDEM Anggota
12 | Atanasius Watungadha PKB Anggota
13 | Yohanes Sui, BA GOLKAR Anggota
14 | Sekretaris DPRD - Sekretaris

Bukan
Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Ngada
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F. Sekretariat DPRD kabupaten Ngada

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.

- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.

- Penyelengaraan rapat — rapat DPRD.

- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

45  Daftar Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Ngada

Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Ngada terdiri atas : Pimpinan,
Komisi, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan

Kehormatan, Badan Anggaran dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.
Pimpinan DPRD Kabupaten Ngada terdiri dari :

Ketua : Helmut Waso

Wakil Ketua | : Dorothea Dhone, S.Sos

Wakil Ketua Il: Selly Raga Tua S.Pd M.Sc

Anggota DPRD Kabupaten Ngada berjumlah 25 orang terdiri dari :

A. 7 orang anggota dari unsur Partai Amanat Nasional

B. 4 orang anggota dari unsur Partai Nasional Demokrat

C. 3orang anggota dari unsur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
D. 3 orang anggota dari unsur Partai Golongan Karya

E. 3 orang anggota dari unsur Partai Hati Nurani Rakyat
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F. 3 orang anggota dari unsur Partai Kebangkitan Bangsa

G. 2 orang anggota dari unsur Partai Gerakan Indonesia Raya

4.6  Susunan Fraksi DPRD Kabupaten Ngada

Jumlah fraksi yang terdapat di DPRD Kabupaten Ngada ada lima (5)

fraksi, yaitu :
Tabel 4.6
Komposisi Fraksi PAN RAYA
No Nama Partai Jabatan
1 | Kiristoforus Loko,S.Fil PAN Ketua
2 | Karolus B. Maku, SH GERINDRA Sekretaris
3 | Drs. Aloysius Siba PAN Anggota
4 | Petrus Ngabi PAN Anggota
5 | Dra.Veronika Ule M.Si PAN Anggota
6 | Lambo Yosef PAN Anggota
7 | Drs. Philipus Nono GERINDRA Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Ngada

Tabel 4.7

Komposisi Fraksi PARTAI NASDEM

No Nama Partai Jabatan

1 | Mari Yohanes, S.Sos NASDEM Ketua
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2 | Yohanes Munde, SM NASDEM Sekretaris
3 | Yasinta F. Zia NASDEM Anggota
4 | Dorothea Dhone, S.Sos NASDEM Anggota
Sumber : Sekretariat DPRD Ngada
Tabel 4.8
Komposisi Fraksi PDIP - HANURA

No Nama Partai Jabatan
1 | Marselinus Nau, SE HANURA Ketua
2 | Soa Aloysius PDIP Sekretaris
3 | Drs. Kristoforus Sape HANURA Anggota
4 | Yoseph Dhosa HANURA Anggota
5 | Maria Lali PDIP Anggota
6 | SellyR. Tua, S.Pd M.Sc PDIP Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Ngada
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Tabel 4.9

Komposisi Fraksi PARTAI GOLKAR

No Nama Partai Jabatan
1 | Drs. Laurensius Pea GOLKAR Ketua
2 | Hermengildus Fua, SE GOLKAR Sekretaris
3 | Yohanes Sui, BA GOLKAR Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Ngada

Tabel 4.10

Komposisi Fraksi PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

No Nama Partai Jabatan

1 | Raymundus Bena, SH. PKB Ketua
M.Hum

2 | Atanasius Watungadha PKB Sekretaris

3 | Blandina Mamo, SE PKB Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Ngada

Pembentukan fraksi - fraksi DPRD ini berdasarkan pada UU No.17 Tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyebutkan :
1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang
DPRD Kabupaten/Kota dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun

anggota DPRD Kabupaten/Kota.
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2. Setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota harus menjadi anggota salah satu
fraksi.

3. Setiap di DPRD Kabupaten/Kota beranggotakan paling sedikit sama
dengan jumlah komisi di DPRD Kabupaten/Kota.

4. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD Kabupaten/Kota
mencapai ketentuan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di
DPRD Kabupaten/Kota dapat membentuk satu fraksi.

5. Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD
Kabupaten/Kota tidak memenuhi sebagaimana ketentuan diatas,
anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk
fraksi gabungan.

4.7  Pembidangan Komisi — Komisi DPRD Kabupaten Ngada

Jumlah komisi yang terdapat di DPRD Kabupaten Ngada ada tiga (3)

komisi, yaitu :
1. Komisi I : Bidang hukum dan pemerintahan
2. Komisi Il : Bidang pembangunan dan keuangan
3. Komisi Il : Bidang kemakmuran dan kesejateraan rakyat

Tabel 4.11

Komposisi Komisi | (Bidang Hukum dan Pemerintahan)

No Nama Partai Jabatan
1 | Drs. Laurensius Pea GOLKAR Ketua
2 | Lambo Yosef PAN Wakil
3 | Drs. Kristoforus Sape HANURA Sekretaris
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4 | Yasinta F. Zia NASDEM Anggota
5 | Blandina Mamo, SE PKB Anggota
6 | Drs. Philipus Nono GERINDRA Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Ngada
Mitra kerja komisi I, yaitu :
1.

2.

8.
9.

10. Dinas Kesbangpolinmas

Bagian Umum
Bagian Hukum

Bagian Organisasi

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Sekretariat DPRD Kabupaten Ngada

Bagian Administrasi Kemasyarakatan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Badan Inspektorat

11. Dinas Sosial

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Pengendalian Penduduk dan KB

13. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

14. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

16. Kecamatan dan Kelurahan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




17. Badan Pertanahan

18. Kodim 1625 Ngada

19. Polres Ngada

20. Kejaksaan Negeri Bajawa
21. Pengadilan Negeri Bajawa

Tabel 4.12

Komposisi Komisi 11 (Bidang Pembangunan dan Keuangan)

No Nama Partai Jabatan
1 | Kristoforus Loko, S.Fil PAN Ketua
2 | Soa Aloysius PDIP Wakil
3 | Hermengildus Fua, SE GOLKAR Sekretaris
4 | Marselinus Nau, SE HANURA Anggota
5 | Raymundus Bena, PKB Anggota

SH.M.Hum
6 | Yulius H.K. Moi. S.Sos PAN Anggota
7 | Petrus Ngabi PAN Anggota
8 | Yohanes Munde, SM NASDEM Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Ngada

Mitra kerja komisi Il, yaitu :
1. Dinas PU dan Penataan Ruang
2. Bagian Administrasi Perekonomian
3. Bagian Administrasi Pembangunan

4. Dinas Perhubungan
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Komposisi Komisi 111 (Bidang Kemakmuran dan Kesejateraan Rakyat)

5. Dinas Komunikasi dan Informatika

6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan BP Litbang

8. Badan Keuangan Daerah

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10. Unit Layanan Pengadaan

11. Dinas Lingkungan Hidup

12. PDAM Bajawa
13. PLN Ranting Bajawa

14. Statistik

Tabel 4.13

No Nama Partai Jabatan
1 | Mari Yohanes, S.Sos NASDEM Ketua
2 | Atanasius Watungadha PKB Wakil
3 | Karolus B. Maku, SH GERINDRA Sekretaris
4 | Dra. Veronika Ule M.Si PAN Anggota
5 | Maria Lali PDIP Anggota
6 | Yoseph Dhosa HANURA Anggota
7 | Drs. Aloysius Siba PAN Anggota
8 | Yohanes Sui, BA GOLKAR Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Ngada
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Mitra kerja komisi 111, yaitu :

1.

2.

8.

9.

Dinas UKM dan Perdagangan

Dinas Perindustrian

. Dinas Pertanian

Dinas Perternakan

. Dinas Kelautan dan Perikanan

. Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Pendidikan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kesehatan

10. Dinas Pariwisata

11. Dinas Kearsipan Daerah

12. Kementerian Agama

13. Kehutanan

4.8  Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Ngada

Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Ngada

Tabel 4. 14

1 SLTA/Sederajat 8 org
2 D3 2 org
3 |S1 12 org
4 |S2 3org

Sumber : Sekretariat DPRD Ngada
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DPRD sebagai sebuah organisasi publik tentunya harus memiliki sumber
daya manusia yang memadai dalam manjalankan tugas dan fungsinya, khususnya
fungsi legislasi. Anggota DPRD dituntut agar memiliki kompetensi dan
kapabilitas untuk menyuarakan, mengartikulasikan kepentingan dan harapan
masyarakat dalam bentuk gagasan terkait regulasi yang berkualitas. Konsekuensi
logis dari upaya membangun DPRD yang kuat dan melahirkan Perda yang baik
tentu dengan tingginya kompetensi dan kualitas anggota DPRD.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggota DPRD Kabupaten Ngada
periode 2014 — 2019 didominasi oleh anggota yang berlatar belakang pendidikan
S1 (48%) kemudian SMA/Sederajat (32%) lalu S2 (12%) dan terakhir D3 (8%).
Walaupun tingkat pendidikan tidak selalu berkorelasi langsung dengan kualitas
SDM anggota DPRD namun latar belakag pendidikan formal terutama bidang
ilmu yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
menjadi modal kapasitas sumber daya manusia anggota DPRD dalam

menjalankan fungsi legislasi.
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